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TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAKAN KARANTINA IKAN SECARA TERINTEGRASI
BERBASIS IN LINE INSPECTION DI UNIT PEMBENIHAN,
PEMBESARAN, DAN PENAMPUNGAN/PENGUMPUL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit
ikan karantina sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 1992 dan
Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2002, serta guna memberikan
jaminan kesehatan ikan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan.

2. Bahwa pelayanan sertifikasi kesehatan ikan perlu dilakukan dengan cepat
tepat dan akurat guna memberikan kelancaran terhadap lalu lintas media
pembawa baik antar area maupun eksor.

3. bahwa berdasarkan point 1 dan 2 tersebut diatas perlu disusun dan
ditetapkan suatu Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan Secara
Terintegrasi Berbasis In Line Inspection di unit pembenihan, pembesaran,
dan penampungan/pengumpul ikan.

Mengingat : 1. Undang undang nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3482).

2. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073).

3. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4197).




MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KELIMA

KEENAM

4, Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara. -

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TINDAKAN KARANTINA IKAN SECARA TERINTEGRASI
BERBASIS IN LINE INSPECTION DI UNIT PEMBENIHAN,
PEMBESARAN, DAN PENAMPUNGAN/PENGUMPUL IKAN.

: Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan Secara Terintegrasi Berbasis /7 Line

Inspection di Unit Pembenihan, Pembesaran, dan Penampungan/Pengumpul Ikan,
sebagai panduan bagi stake holders yang memenuhi syarat, untuk mendapatkan
Sertifikat Karantina Ikan yang Baik (SKIB) sehingga berhak mendapatkan
layanan sertifikasi kesehatan ikan secara eksklusif.

: Memerintahkan kepada Kepala Pusat Karantina Ikan untuk melakukan

monitoring dan  evaluasi terhadap sfake  holders vyang  telah
mengimplementasikan Pedoman Teknis tersebut.

: Memerintahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM untuk :

a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan sekaligus mendorong implementasi
pedoman teknis tersebut kepada seluruh stake holders di lingkup wilayah
kerjanya.

b. Melakukan klarifikasi, verifikasi terhadap setiap permohonan stake holders
untuk menerapkan pedoman teknis tersebut.

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

kepada anggaran BKIPM.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : |6 Ofemnber 20U

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Kemanan Hasil Perikanan,

M. Syamsul Maarif
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KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pedoman Teknis
Tindakan Karantina lkan Secara Terintegrasi Berbasis In Line Inspection di Unit

Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul lkan dapat diselesaikan.

Pedoman ini berisi persyaratan dan tata cara implementasi, tindakan
karantina secara terintegrasi berbasis in line inspection, sanksi dan pembinaan.
Diharapkan pedoman ini mampu memberikan petunjuk bagi stakeholders untuk
menerapkan prinsip-prinsip karantina ikan dalam pengelolaan unit usaha, guna
mencegah masuk dan menyebarnya HPIK di wilayah negara Republik Indonesia

atau keluarnya HPI tertentu dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini, pencegahan dan pengendalian
HPIK dan/atau HPI tertentu dapat dilakukan secara sinergis antara petugas
karantina ikan dan para stakeholders, sehingga usaha perikanan dapat terus tumbuh

berkembang tanpa terganggu dan terkendala oleh HPIK yang berbahaya.

Semoga pedoman ini memberikan manfaat bagi upaya pencegahan dan
pengendalian HPIK dan memberi kontribusi positif bagi pengembangan perikanan di

Indonesia.

Jakarta, September 2011
Kepala Pusat Karantina Ikan

Ir.Muhammad Ridwan,MM,MP
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Sektor Perikanan yang terus meningkat dalam rangka
mensejahterakan masyarakat perikanan di Indonesia, yang salah satunya
ditandai dengan peningkatan arus perdagangan perikanan baik domestik
maupun internasional, berpotensi memperbesar peluang kemungkinan masuk
dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), baik dari luar negeri
maupun antar area di dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan, Karantina lkan mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri serta
keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal
tersebut, karantina ikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
rangka melindungi negara dari ancaman masuk dan tersebarnya hama dan
penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di
wilayah Republik Indonesia, yang berpotensi merusak kelestarian sumberdaya
hayati perikanan, yang pada akhirnya akan mengganggu produksi perikanan
nasional.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dunia
khususnya perdagangan bebas dan arus informasi global, maka pelaksanaan
tindakan karantina ikan khususnya dalam hal sertifikasi, dituntut harus cepat,
tepat dan efisien, namun dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,
diperlukan suatu sistem perkarantinaan ikan yang baik (Good Quarantine
System) yang mampu menjamin media pembawa bebas dari HPIK dan/atau HPI
tertentu, mulai dari hulu sampai hilir yaitu dari pre karantina, in karantina dan

post karantina, tanpa menghambat kelancaran lalulintas komoditi perikanan.



Untuk mencapai suatu sistem perkarantinaan yang baik, diperlukan suatu
tindakan karantina yang terintegrasi, yaitu :
a. penerapan persyaratan pemasukan ikan dari negara/area asal sesual
ketentuan;
b. dilakukan tindakan karantina ikan di pintu pemasukan sesuai standar;
c. di tempat tujuan dilakukan perawatan, pemeliharaan ikan sampai dengan
panen dengan menerapkan prinsip-prinsip biosecurity; dan
d. selama masa perawatan, pemeliharaan sampai dengan panen, dilakukan
pemantauan HPIK/HPI tertentu secara periodik (in line inspection) untuk
memastikan kesehatan ikan tersebut.
Setiap kegiatan selama dalam perawatan, pemeliharaan ikan sampai
dengan panen, dilakukan pencatatan guna ketertelusuran data, utamanya data

yang terkait dengan kesehatan ikan.

Tindakan karantina secara terintegrasi berbasis in line inspection,
dilakukan melalui penerapan standar kesehatan ikan mulai dari negara/area asal,
tindakan karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran, dan penerapan
prinsip biosecurity dalam pengelolaan media pembawa, serta pemantauan HPIK
dan/atau HPI tertentu secara periodik di area/tempat tujuan. Semua tahapan
kegiatan tersebut dilakukan pencatatan secara baik, dan didokumentasikan,
untuk memudahkan penelusuran status kesehatan ikan yang ada di unit usaha

tersebut.

. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman Tindakan Karantina lkan secara terintegrasi
berbasis in line inspection ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders), dapat memahami dan menerapkan ketentuan tindakan karantina
ikan, dalam pengelolaan pembenihan, pembesaran dan penampungan atau
pengumpul ikan, melalui penerapan prinsip — prinsip biosecurity secara baik dan

benar, terukur dan dapat ditelusuri.



C. Manfaat

Unit pembenihan, pembesaran dan unit penampungan/pengumpul ikan,
yang telah melaksanakan tindakan karantina ikan secara terintegrasi berbasis in
line inspection selama kurun waktu tertentu, akan mendapatkan Sertifikat
Karantina lkan yang Baik (SKIB). Dengan memiliki SKIB tersebut, unit
pembenihan, pembesaran dan unit penampungan/pengumpul ikan berhak
mendapatkan layanan sertifikasi kesehatan ikan secara “exlusive” (two hours
services), sehingga pengiriman media pembawa antar area maupun ekspor

dapat dilakukan secara cepat.



BAB I
PENGERTIAN UMUM

A. Definisi

1. Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu
area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

2. Tindakan Karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah
kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan
penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Tindakan Karantina lkan secara terintegrasi berbasis in line inspection adalah
tindakan karantina yang dilakukan secara menyeluruh yaitu mulai dari
negara/area asal (pre quarantine), di tempat pemasukan dan pengeluaran (in
guarantine) dan di tempat tujuan pemasukan (post quarantine), dilakukan
pemantauan hama dan penyakit ikan karantina secara berkala dan dilakukan
pencatatan secara baik guna ketertelusuran data kesehatan ikan.

4. In line inspection adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan ikan
yang dilakukan secara berkala, periodik, dan berkelanjutan terhadap
komunitas ikan, guna memastikan bahwa ikan tersebut bebas HPIK/HPI
tertentu, sehingga aman untuk dilalulintaskan.

5. End Product Inspection adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan
ikan yang dilakukan melalui pemeriksaan ikan sampel, sebelum media
pembawa dilalulintaskan.

6. Kompartemen adalah suatu area budidaya yang telah memiliki sistem
manajemen budidaya dan kesehatan ikan yang didalamnya telah terdapat
suatu status kesehatan yang jelas dan spesifik, sebagai dasar penerapan

biosecurity.



7. Media Pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut
media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa
hama dan penyakit ikan karantina.

8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina selanjutnya disingkat HPIK adalah semua
hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di
area tertentu di wilayah negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif
cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau dapat
membahayakan kesehatan masyarakat.

9. Hama dan Penyakit lkan Tertentu yang selanjutnya disingkat HPI tertentu
adalah semua hama dan penyakit ikan yang berpotensi seperti HPIK, belum
dan/atau telah terdapat di area tertentu di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK atau HPI yang
dipersyaratkan oleh negara tujuan untuk dicegah pemasukannya.

10.Petugas Karantina lkan yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah
pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan
karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok
pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan
pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.

12.Pengamanan Biologi (Biosecurity) adalah upaya pengamanan sistem
budidaya dari kontaminasi patogen akibat transimisi jasad dan jasad
pembawa patogen (carrier) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak
lingkungan.

13.Unit Pembenihan lkan adalah unit usaha untuk membiakkan dan memelihara
ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

14.Unit Pembesaran I|kan adalah wunit usaha untuk memelihara dan
membesarkan ikan dari ukuran kecil sampai ukuran tertentu dan memanen
hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

15.Unit Penampungan/Pengumpulan lkan adalah unit usaha pengumpulan atau
penampungan ikan hidup baik berasal dari perairan umum maupun dari
usaha budidaya, yang dipelihara dalam lingkungan terkontrol dan memanen

hasilnya.



16.Manajemen resiko adalah penentuan pilihan pengelolaan resiko HPI untuk
menghilangkan atau mengurangi masuk, menetap dan menyebarnya HPI ke
suatu area baru.

17.Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran keterangan
dokumen persyaratan permohonan Penerapan Cara Karantina yang Baik
berbasis In Line Inspection.

18.Pakta Integritas adalah Pernyataan tertulis dari pihak ketiga tentang
kesanggupan melakukan penerapan prinsip-prinsip karantina ikan yang baik
pada unit pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan.

19. Sertifikat Karantina lkan yang Baik yang selanjutnya disingkat SKIB adalah
Sertifikat yang dikeluarkan oleh BKIPM yang menyatakan bahwa unit
pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan telah
melaksanakan prinsip-prinsip karantina ikan yang baik.

20.Badan adalah Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan.

21.Pusat adalah Pusat Karantina Ikan pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi Persyaratan dan Tata Cara
Implementasi; Tindakan Karantina secara terintegrasi berbasis In Line

Inspection, dan Sanksi dan Pembinaan.



BAB Ili
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN

A. Persyaratan

1. Persyaratan Umum

Unit pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan

yang akan menerapkan tindakan karantina ikan secara terintegrasi berbasis

In Line Inspection harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

Memiliki Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP).

Memiliki Instalasi Karantina Ikan dan instalasi tersebut bukan merupakan
pinjaman dari pihak ketiga atau perusahaan lain.

Memiliki Struktur Organisasi di unit pembenihan, pembesaran dan unit

penampungan/pengumpul ikan.

2. Persyaratan Teknis

a. Memiliki sarana dan prasarana sesuai persyaratan teknis instalasi

karantina ikan.

Unit pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan
tersebut telah ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan atau memiliki
Instalasi Karantina lkan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina lkan
Pengendalian, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)

Unit pembenihan, pembesaran atau penampungan/pengumpul ikan
tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang telah mengikuti pelatihan
Instalasi Karantina lkan.

Unit pembenihan, pembesaran atau penampungan/pengumpul ikan
tersebut telah memiliki instruksi dan tata kerja, dokumentasi dan rekaman

pelaksanaan pengendalian HPIK/HPI tertentu.



B. Tata Cara Implementasi

1.

Unit pembenihan, pembesaran, atau penampungan/pengumpulan ikan yang
memenuhi syarat, dapat mengajukan permohonan rencana dimulainya
Penerapan Tindakan Karantina secara Terintegrasi berbasis In Line
Inspection kepada Kepala Pusat melalui UPT BKIPM dimana unit
pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul berada, dengan
melampirkan dokumen persyaratan :

- Copy Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP)

- Copy Sertifikat Pelatihan Standar Tindakan Karantina lkan

- Copy kepemilikan instalasi.

- Copy SK Penetapan Instalasi

- Copy instruksi dan tata kerja dan rekaman data.

UPT BKIPM dimana unit pembenihan, pembesaran dan penampungan/
pengumpulan ikan berada melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen yang
dipersyaratkan.

Apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dokumen dianggap lengkap, benar dan
memenuhi persyaratan, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara
pemilik usaha pembenihan, pembesaran atau penampungan/ pengumpulan
ikan dengan Kepala UPT BKIPM setempat dan diketahui oleh Kepala Pusat,
sebagai bentuk komitmen pemilik usaha tersebut siap menerapkan Cara
Karantina Ikan yang Baik berbasis In Line Inspection.

Apabila hasil verifikasi dan Klarifikasi dinyatakan belum lengkap atau belum
memenuhi persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon
disertai alasan tidak diterimanya permohonan tersebut.

Berkas permohonan dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pemilik
Usaha dan Kepala UPT diteruskan kepada Kepala Pusat

Terhitung mulai tanggal penandatanganan Pakta Integritas oleh pemilik
usaha tersebut, dilakukan pemantauan HPIK secara periodik oleh UPT
BKIPM setempat minimal 1 kali dalam sebulan, selama 6 (enam) bulan
berturut-turut.

Apabila hasil pemantauan HPIK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak
ditemukan HPIK atau tidak terjadi outbreak yang disebabkan oleh HPIK

dan/atau HPI tertentu, maka kepada unit pembenihan, pembesaran, atau



penampungan/pengumpul ikan tersebut dapat diberikan Sertifikat Karantina
Ikan yang Baik (SKIB);

8. Sekurang-kurangya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal
penandatanganan pakta integritas, Pusat wajib melakukan evaluasi dan
monitoring pelaksanaan Penerapan Tindakan Karantina lkan secara
terintegrasi berbasis In Line Inspection terhadap unit pembenihan,
pembesaran atau penampungan/pengumpul ikan tersebut.

9. SKIB berlaku selama 1 (satu) tahun. Selama masa berlaku SKIB tersebut,
pemilik unit pembenihan, pembesaran, atau penampungan/ pengumpul ikan
wajib menjaga konsistensi cara pengelolaan dan pengendalian HPIK/HPI
tertentu di unit pembenihan, pembesaran, atau penampungan/pengumpul
ikan tersebut.

10.Selama masa berlakunya SKIB tetap dilakukan pemantauan HPIK dan/atau
HPI tertentu secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam sebulan oleh UPT
BIKPM.



BAB IV.
TINDAKAN KARANTINA IKAN SECARA TERINTEGRASI
BERBASIS IN LINE INSPECTION

A. di Negara /Area Asal

Tindakan karantina di negara /area asal, dilakukan dengan menetapkan

persyaratan teknis yang terkait dengan kesehatan ikan untuk pemasukan media

pembawa.
1. Persyaratan pemasukan media pembawa dari luar negeri :

a. Media pembawa berasal dari kompartemen yang telah menerapkan Cara
Budidaya lkan yang Baik (CBIB)

b. Berasal dari kompartemen yang selama 2 (dua) tahun terakhir bebas dari
HPIK.

c. Untuk media pembawa berupa induk/benih ikan yang berasal dari luar negeri
harus kategori Bebas dari Penyakit Spesifik (Spesific Pathogen Free/SPF),
Resisten terhadap Patogen Spesifik (Spesific Pathogen Resistence/SPR),
atau bebas dari HPIK yang dipersyaratkan, yang dinyatakan dengan Health
Certificate dari Competent Authority atau Laboratorium yang terakreditasi dari
Negara Asal.

d. Apabila diperlukan, untuk meyakinkan bahwa persyaratan butir a, b dan ¢
telah dipenuhi dapat dilakukan verifikasi di negara asal.

2. Sedangkan persyaratan pemasukan media pembawa antar area adalah
sebagai berikut :

a. telah dinyatakan bebas HPIK yang dipersyaratkan, yang dinyatakan dengan
Sertifikat Kesehatan Ikan dari area asal yang diterbitkan oleh petugas
karantina sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

b. lkan berasal dari kompartemen atau area yang telah dinyatakan bebas HPIK

berdasarkan hasil surveilance dalam 2 tahun terakhir.

Pemenuhan persyaratan pemasukan media pembawa berupa bebas
HPIK dan atau SPF/SPR, yang dilakukan dengan menerapkan standar
pemeriksaan yang diakui secara internasional, diartikan sebagai pemenuhan

tindakan karantina ikan di negara asal.



B. di Tempat Pemasukan
Apabila keseluruhan ketentuan persyaratan pemasukan pada point A
terpenuhi, maka tindakan karantina ikan yang dilakukan berupa pemeriksaan
kelengkapan dokumen, jenis dan jumlah. Sedangkan untuk pemasukan impor
ditambahkan dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan secara
laboratorium. Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka
dilakukan Tindakan Karantina lkan (8P).

C. di Tempat Pengeluaran
Apabila Media Pembawa berasal dari Instalasi yang telah mendapatkan
Sertifikat Karantina Ikan Yang Baik (SKIB), maka berhak mendapatkan layanan
sertifikasi kesehatan ikan secara “exlusive” (two hours services). Apabila Media
Pembawa berasal dari instalasi yang belum memiliki Sertifikat Karantina Ikan
Yang Baik (SKIB), maka dilakukan Tindakan Karantina lkan (8P).

D. di Tempat Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan
1. Isolasi atau pengasingan
Untuk mencegah penularan HPIK dan/atau HPI tertentu yang mungkin

terbawa oleh ikan yang masuk, maka perlu dilakukan isolasi atau

pengasingan. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan selama

masa isolasi atau pengasingan adalah sebagai berikut :

a. lkan yang menunjukkan gejala klinis serangan penyakit harus dipisahkan
dari ikan yang sehat

b. Lamanya isolasi atau pengasingan selama-lamanya 15 (lima belas) hari
dan dapat diperpanjang apabila diperlukan, atau ditetapkan berdasarkan
masa inkubasi HPIK/HPI tertentu yang mungkin terbawa oleh ikan
tersebut.

c. Selama masa isolasi atau pengasingan, terhadap ikan-ikan tersebut
selalu dilakukan tindakan pengamatan oleh petugas yang ditunjuk.

d. lkan yang sakit selama masa isolasi atau pengasingan, dipisahkan untuk
dilakukan perlakuan dan atau pengobatan.

e. lkan yang mati selama masa isolasi atau pengasingan harus

dimusnahkan, dengan cara dibakar atau dikubur.



2. Pemeliharaan.

a.

d.

Selama pemeliharaan, kualitas air harus dalam kondisi baik dan
memenuhi standar baku mutu air untuk pemeliharaan ikan, bebas
cemaran patogen dan bahan pencemaran berbahaya lainnya.

Dilakukan pemantauan kesehatan ikan secara klinis setiap hari.

Ikan yang menunjukkan gejala sakit, segera dipisahkan dan dilaporkan
kepada petugas karantina ikan setempat untuk dilakukan pemeriksaan
kesehatan lebih lanjut.

Apabila ditemukan ikan mati segera dipisahkan dan dimusnahkan (dikubur

atau dibakar).

3. Panen.

a.

Panen dilakukan dengan cepat dan cermat untuk mengurangi tingkat
stress ikan.

Peralatan panen yang digunakan tidak merusak fisik ikan, tidak terbuat
dari bahan beracun dan berbahaya serta berpotensi mencemari ikan, dan
mudah dibersihkan.

lkan yang dipanen dalam rangka eradikasi penyakit, tidak boleh
didistribusikan.

Panen ikan yang diketahui mengandung penyakit dan tidak
memungkinkan untuk disembuhkan, harus dimusnahkan.

Ikan hasil panen yang dapat dilalulintaskan hanya ikan yang bebas HPIK

dan/atau HPI tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan.

4. Pemantauan HPIK

Selama proses produksi mulai dari ikan datang, sampai dengan

panen dilakukan pemantauan HPIK dan/atau HPI tertentu secara periodik

minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Kegiatan pemantauan HPIK dan/atau

HPI tertentu dilakukan oleh petugas karantina ikan dari Unit Pelaksana

Teknis Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan yang membawahi wilayah tersebut. Tata cara pemantauan

mengikuti Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan.



5. Pencatatan

Kegiatan usaha pembenihan, pembesaran dan
penampungan/pengumpul ikan harus menerapkan pencatatan yang
menjamin ketersediaan data dan mempermudah penelusurannya apabila
diperlukan. Pencatatan dilakukan pada setiap tahap pembenihan,
pembesaran dan penampungan yaitu mulai ikan datang, sampai dengan
panen. Pencatatan dilakukan terhadap status kesehatan ikan, alat, wadah,
pengelolaan air, benih, induk, pakan, bahan kimia, bahan biologis, dan obat

ikan yang digunakan.

6. Pelaporan
Minimal 1 (satu) bulan sekali stakeholder melakukan pelaporan.

Bentuk laporan terlampir.



BAB V
SANKSI DAN PEMBINAAN

A. Sanksi
1. Sanksi.

a. Selama masa berlakunya SKIB tetap dilakukan pemantauan HPIK secara
periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan oleh petugas
karantina dari UPT BKIPM setempat. Apabila hasil pemantauan ditemukan
HPIK dan/atau HPI tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan, maka
SKIB tersebut dibekukan, dan terhadap seluruh ikan-ikan yang terserang
dan diduga kuat terserang HPIK golongan | dan atau HPI tertentu
dilakukan pemusnahan. Sedangkan untuk ikan yang diduga terserang
oleh HPIK golongan Il maka dilakukan perlakuan/pengobatan.

b. Selama dilakukan pembekuan SKIB, maka pelayanan sertifikasi dalam
rangka pengeluaran media pembawa dilakukan secara reguler (tidak
ekslusif).

c. Untuk unit pembesaran, pembenihan atau penampungan tersebut
diberikan kesempatan melakukan perbaikan pengelolaan unit usahanya
serta pengendalian HPIK dan/atau HPI tertentu selama 3 (tiga) bulan.

d. Selama perbaikan pengelolaaan unit usaha serta pengendalian HPIK
dan/atau HPI tertentu, petugas karantina wajib melakukan pemantauan
HPIK dan/atau HPI tertentu di unit pembenihan, pembesaran atau
penampungan tersebut.

e. Apabila hasil pemantauan tidak ditemukan HPIK dan/atau HPI tertentu,
maka SKIB tersebut diberlakukan kembali (dicabut pembekuannya).

f. Apabila hasil pemantauan masih ditemukan HPIK dan/atau HPI tertentu,
maka pembekuan unit pembenihan, pembesaran, atau penampungan
tersebut diperpanjang selama 2 (dua) bulan untuk memberikan
kesempatan kepada unit pembenihan, pembesaran atau penampungan
tersebut melakukan perbaikan pengelolaan unit usahanya serta
pengendalian HPIK dan/atau HPI tertentu.

g. Setelah dilakukan perpanjangan masa pembekuan selama 2 (dua) bulan,

dan hasil pemantauan tidak ditemukan HPIK dan/atau HPI tertentu, maka



SKIB unit pembenihan, pembesaran, atau penampungan tersebut
diberlakukan kembali.

h. Apabila setelah perpanjangan masa pembekuan selama 2 (dua) bulan,
pada saat pemantauan masih ditemukan HPIK dan/atau HPI tertentu,
maka SKIB atas nama unit pembenihan, pembesaran dan penampungan
tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

i. Untuk mendapatkan SKIB kembali, unit pembenihan, pembesaran atau
penampungan tersebut harus mengikuti tata cara mendapatkan SKIB dari
awal seperti tertuang dalam Bab lll. bebas dari HPIK selama 6 (enam)
bulan berturut-turut, berdasarkan hasil pemantauan HPIK yang dilakukan

oleh petugas karantina.

2. Perpanjangan dan pemberlakuan kembali SKIB

a. Unit pembenihan, pembesaran dan unit penampungan/pengumpul ikan
yang telah memiliki SKIB dan selama masa berlakunya SKIB tersebut,
hasil pemantauan petugas karantina selama masa berlakunya SKIB
tersebut tidak pernah ditemukan HPIK dan/atau HPI tertentu, maka
Kepala Pusat dapat memperpanjang masa berlaku SKIB unit
pembenihan, pembesaran dan penampungan ikan tersebut dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

b. Unit pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan, yang
SKIB-nya dibekukan sementara karena hasil pemantauan petugas
karantina ditemukan adanya HPIK dan/atau HPI tertentu, maka Kepala
Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dapat
mencabut pembekuan atau mengaktifkan kembali SKIB unit pembenihan,
pembesaran dan penampungan ikan tersebut, apabila telah memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan. Pembekuan dan pencabutan
pembekuan dinyatakan dalam Keputusan Kepala Pusat.

c. Unit pembenihan, pembesaran dan unit penampungan/pengumpul ikan,
yang pernah memiliki SKIB tetapi telah dicabut, untuk memperoleh
kembali SKIB tersebut, harus mengikuti ketentuan pengajuan SKIB untuk

pertama kalinya.



B. Pembinaan

Pembinaan Penerapan Tindakan Karantina lkan secara terintegrasi
berbasis in line inspection yang dilaksanakan oleh unit pembenihan,
pembesaran atau penampungan/ pengumpulan ikan menjadi tanggung jawab
Kepala Pusat Karantina lkan, yang dalam hal pelaksanaannya dilakukan oleh
Kepala UPT. Untuk menjamin dan/atau menjaga konsistensi penerapan tindakan
karantina ikan secara terintegrasi berbasis in line inspection pada unit
pembenihan, pembesaran atau penampungan/ pengumpulan ikan, Pusat
Karantina lkan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pada unit-unit

pembenihan/pembesaran/ penampungan tersebut.



Nomor L e 2011.
Lampiran

Perihal : Permohonan Penerapan In Line Inspection.

Kepada Yth
Kepala Pusat Karantina Ikan
DI -

JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan :
Alamat Instalasi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas.
Bersama ini mengajukan permohonan PENERAPAN TINDAKAN KARANTINA SECARA
TERINTEGRASI BERBASIS IN LINE INSPECTION, pada instalasi / unit penampungan milik
saya.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
Copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
Copy Sertifikat Pelatihan Standar Tindakan Karantina Ikan
Copy kepemilikan instalasi.
Copy SK Penetapan Instalasi (jika sudah ada)

LA S i

Copy instruksi dan tata kerja dan rekaman data.
Demikian permohonan ini dibuat, dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Pemilik L e e e eeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeeeeaeeeeen—aeaernaaa.e

N0 01 W E AU 1= 0 1= F= o EE TR

Jabatan L e e e e e e e e e eee e eeee e eeeee e ——————

Alamat L e e e e e eee et eee e eeeee e ——————

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan saya, dalam rangka

implementasi tindakan karantina secara terintegrasi berbasis /in /ine inspection dengan ini

menyatakan bahwa saya :

1.

ini,

Bersedia dan akan senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip biosecurity pada
pengelolaan/pemeliharaan ikan pada farm/tempat penampungan ikan yang saya kelola
Bersedia melakukan perekaman data kesehatan ikan harian.
Bersedia melaporkan kepada petugas karantina ikan, apabila selama
pemeliharaan/pengelolaan ikan, terdapat ikan yang menunjukan gejala klinis sakit.
Bersedia membantu petugas karantina ikan dalam hal pemantauan hama penyakit ikan
secara periodik pada farm/tempat penampungan ikan yang saya kelola.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
saya bersedia dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

.................. A N B

Kepala UPT BKIPM Nama Perusahaan.

Tanda tangan

Mengetahui :
Kepala Pusat Karantina Ikan,

Ir. Muhammad Ridwan, MM.,MP.
Nip. 19630306 198603 1 004




KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Nomor : .............. /BKIPM/SK/ / /201

TENTANG

IMPLEMENTASI TINDAKAN KARANTINA IKAN SECARA TERINTEGRASI
BERBASIS N LINE INSPECTION DI PT.....ooooiiiiiieiiies YANG BERALAMAT
DI JALAN ..o, DESA ..o KECAMATAN ....cooiiiiiiiiieee

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL

PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA :

KEDUA

: 1. Bahwa dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya hama dan
penyakit ikan karantina sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun
1992 dan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2002 serta guna
memberikan jaminan kesehatan ikan terhadap media pembawa yang
dilalulintaskan.

2. Bahwa pelayanan sertifikasi kesehatan ikan perlu dilakukan dengan

cepat, tepat dan akurat guna memberikan kelancaran terhadap lalu
lintas media pembawa baik antar area maupun ekspor.

3. Bahwa sertifikasi karantina ikan berbasis in line inspection, dilakukan
berdasarkan data kesehatan ikan yang tertelusur.

: 1. Permohonan penerapan tindakan karantina ikan secara terintegrasi
berbasis /n line inspection oleh perusahaan .....................
2. Laporan hasil verifikasi instalasi milik perusahaan ............cccccccoeevieeenns

MEMUTUSKAN :

: IMPLEMENTASI TINDAKAN KARANTINA IKAN SECARA TERINTEGRASI
BERBASIS IN LINE INSPECTION DI PT......ccoovvviiiiieinnns YANG BERALAMAT
DI JALAN ... DESA ... KECAMATAN ..o,
KABUPATEN .....cccocoviriiiies

Terhitung mulai tanggal ......... bulan ........ tahun dua ribu sebelas, PT.
.............. yang beralamat di jalan .............. desa ............... kecamatan
................ Kabupaten .................., sebagai tempat dilaksanakannya tindakan
karantina secara terintegrasi berbasis /n /ine inspection.

Memerintahkan kepada PT. .................. untuk melaksanakan prinsip-prinsip
biosecurity, menerapkan prosedur standar pengelolaan instalasi dan
perekaman data pengelolaan kesehatan ikan secara konsisten dalam
pengelolaan instalasi



KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

Memerintahkan kepada PT ... untuk menyusun laporan
pelaksanaan pengelolaan instalasi dan melaporkan setiap bulannya kepada
UPT BKIPM setempat.

Memerintahkan kepada UPT BKIPM setempat untuk melakukan monitoring
dan pemantauan hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan
penyakit ikan tertentu (virus, bakteri, parasit, dan/atau mikotik) secara
berkala di instalasi tersebut, dan melaporkannya kepada Pusat Karantina
Ikan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : ......ccccoveieiirnveannnne.,
Kepala Badan,

M. Syamsul Maarif
Nip. 19580904 198203 1 004.
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